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Judul : RELASI ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT (Studi
Terhadap Pola Interaksi Antara Petani dan Pedagang di Desa
Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
Penelitian ini mengkaji tentang relasi antara negara dan pemerintah dan pola
interaksi antara petani dan pedagang di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten
Soppeng dengan adanya kebijakan pemerintah daerah peraturan Bupati tentang
perubahan atas peraturan Bupati Soppeng Nomor 49/PERBUP/XII/2012 tentang
klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik pemerintah.Yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola interaksi antara petani
dan pedagang dengan kebijakan pemerintah daerah di Desa Ganra Kecamatan
Ganra Kabupaten Soppeng.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang
dilakukan di Kantor UPTD ( unit pelaksanaan teknis dinas ) Kecamatan Ganra,
kantor BPKD ( badan pengelola keuangan daerah ), kantor Desa Ganra,
koordinator tanah ornamen Desa Ganra, dusun Ganra dan Dusun Bakke. Sumber
data ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder.Untuk mendapatkan data
yang valid penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data
(penarikan kesimpulan)
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama,terdapat
pola interaksi antara individu dan kelompok. Yaitu interaksi antara pihak pertama
A.Ahmad Remil, S. Sos, MM selaku kepala bidang retribusi BPKD menyerahkan
pengelolaan sawah tanah ornamen kepada pihak ke dua ( koordinator ). Dengan
para pekerja atau guru sawah tanah ornamen. Kedua, pola interaksi antara
pemerintah dengan petani dan pedagang. Dengan adanya peraturan bupati tentang
klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik pemerintah maka semakin membuka
peluang bagi para kelompok tani. Sehingga berdampak pada pedagang gabah
yang menerima hasil panen dari kelompok tani yang nantinya dipakai oleh para
koordinator membayar pajak dari tanh ornamen tersebu. Ketiga, pola ekonomi
politik yaitu tindakan ekonomi petani dalam interaksi jual beli padi dengan
industri penggilingan padi di mana adanya kebijakan dari pihak ke dua kepada







A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, dan hal 
ini sudah diakui oleh banyak negara di dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam 
yang melimpah, sunggu sangat ironi apabila terdapat banyak rakyat miskin  dan 
kesejahteraan masyarakat yang kurang. Semua itu menunjukkan adanya 
kelemahan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dalam 
hal ini, pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan, asalkan pembuatan 
kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. 
Jika saja seluruh sumberdaya alam yang ada di Indonesia dikelola dengan 
sistem pengelolaan yang baik, tentu hasilnya akan melimpah dan memberikan 
maslahat kepada warga negara. Oleh karna itu dengan melimpah ruahnya 
kekayaan alam di Indonesia yang telah keliru dalam pengelolaannya sehingga 
mengakibatkan kenistaan hidup maka perlu adanya kebijakan yang memihak 
kepada warga negara dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari 
solusi jitu atas permasalahan politik kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia saat 
ini.
1
 Hal ini sebagaimana firman Allah swt. QS. an-Nisa / 4:59, sebagai berikut: 
ٌْ تََُبَشْعتُْى  ُُْكْى فَئِ أُٔنًِ األْيِس ِي َٔ ُسَٕل  أَِطٍعُٕا انسَّ َٔ  َ ُٕا أَِطٍعُٕا َّللاَّ ٍَ آَي َٓب انَِّرٌ ٌَب أٌَُّ
ِو اَِخِس َذنَِك َخٌٍْس  ْٕ انٍَْ َٔ  ِ ٌَ بِبَّللَّ ُٕ ٌْ ُكُْتُْى تُْؤِي ُسِٕل إِ انسَّ َٔ  ِ ُِٔ إِنَى َّللاَّ ٍء فَُسدُّ ًْ فًِ َش
ٌِٔ ٍُ تَأْ أَْحَس  ال َٔ
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 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta 
Pustaka Pelajar, 2009). h. 5 





“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 





Bentuk jamak itu tidak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga 
yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari 
orang per orang, yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk 
memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas 
(polantas) yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk 
mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut dia berfungsi sebagai 
seorang ulil amri. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun 
perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan di atur urusan mereka, 
katakanlah melalui pemilihan umum dan bisa juga melalui pemerintah yang 
menunjuk kelompok atau orang tertentu untuk mengatur satu urusan. Ayat ini 
dinilai oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip ajaran 
Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintah. Sementara ulama memahami bahwa 
pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu 
kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat.
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Dilihat dari tujuan politik suatu kebijakan yang dibuat melalui proses yang 
benar dengan dukungan teori yang kuat dan memiliki posisi yang kuat terhadap 
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Kementrian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit  J-ART. 
2004), h. 87 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran), (Jakarta: 




kritikan yang ada. Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada pihak yang pro 
dan kontra dalam merespon dan menyikapinya yang dimana memiliki sisi positif 
maupun negatif. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut: 
َس  ًَ ٍِ ُع ِ ْب ٍْ َعْبِد َّللاَّ ٍِ ِدٌَُبٍز َع ِ ْب ٍْ َعْبِد َّللاَّ ٍْ َيبنٍِك َع تَ َع ًَ ٍُ َيْسهَ ِ ْب ثََُب َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
 ِّ ٍْ َزِعٍَّتِ ُكهُُّكْى َيْسئٌُٕل َع َٔ َسهََّى قَبَل أَََل ُكهُُّكْى َزاٍع  َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ِ َصهَّى َّللاَّ ٌَّ َزُسَٕل َّللاَّ أَ
ِْم  فَبأْلَِيٍسُ  ُجُم َزاٍع َعهَى أَ انسَّ َٔ ُُْْٓى  َٕ َيْسئٌُٕل َع ُْ َٔ ِْٓى  ٍْ انَِّري َعهَى انَُّبِض َزاٍع َعهَ
ًَ َيْسئُٕنَتٌ  ِْ َٔ  ِ نَِد َٔ َٔ َٓب  ٍِْت بَْعهِ ْسأَةُ َزاِعٍَتٌ َعهَى بَ ًَ اْن َٔ ُُْْٓى  َٕ َيْسئٌُٕل َع ُْ َٔ  ِّ ٍْتِ بَ





Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap 
orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung 
jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya 
perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah 
tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan 
seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang 
milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu 
sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawab) dari hal 
yang dipimpinnya. 
Salah satu contoh kebijakan yaitu dalam sektor pertanian dan perdagangan 
didalam masyarakat. Sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor 
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strategis bagi perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor 
yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan pangan masyarakat sehingga 
eksistensinya mutlak diperlukan. Sektor ini juga menyediakan kesempatan kerja 
terbesar bagi tenaga kerja, dimana saat ini sekitar 43% dari seluruh angkatan kerja 
Indonesia bekerja di sektor pertanian. Jika pembangunan dimaksudkan untuk 
mensejahterahkan kehidupan rakyat, maka dalam konteks negara Indonesia harus 
ditekankan pada wilayah pedesaan, lebih khusus lagi rakyat yang bergulat pada 
kegiatan pertanian. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut, pertama 
pertanian merupakan sektor yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan 
pangan masyarakat sehingga eksistensinya mutlak diperlukan. Kedua sektor 
pertanian menyediakan bahan baku bagi sektor industri dapat berkembang tanpa 
dukungan sektor pertanian yang kuat. Ketiga pertanian sampai kini merupakan 
sektor industri maupun perdagangan.
5
 Sebagaimana hadis Rasulullah saw. sebagai 
berikut: 
 ٍُ ْؤِي ًُ َسهََّى اَْن َٔ  ِّ ٍْ ُل َّللاِ َصهَّى َّللاُ َعهَ ْٕ ُُّْ قَبَل: قَبَل َزُس ًَ َّللاُ َع َسى َزِض ْٕ ًْ ُي ٍْ أَبِ َع




Diriwayatkan dari Abi Musa ra. di berkata, "Rasulullah Saw. pernah 
bersabda, 'Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan 
yang bagian-bagiannya saling mengokohkan.  
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 Ismail Munawar, Sistem Ekonomi Indonesia, Tafsiran Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta, 
PT Gelora Aksara Pratama, 2002), h. 159-160. 
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Faktor yang tidak boleh dilupakan dalam pembangunan pertanian produksi 
atau produktivitas, tanpa melihat dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Pola 
dan cara pandang seperti ini tentu tidak benar, karena tidak menempatkan petani 
sebagai fokus pembangunan pertanian itu sendiri. Bahkan Bung Karno, 
menyampaikan pandangan bahwa syarat untuk industrialisasi adalah 
dibebaskannya tenaga produktif di desa dan ditingkatannya daya beli kaum tani, 
karena tani itulah akhirnya “pasaran” bagi barang-barang hasil industri itu. Pikiran 
Bung Karno itu secara jelas menunjukkan aspek daya beli petani merupakan hal 
sangat penting dalam strategi industrialisasi. Tanpa peningkatan kesejahteraan 
petani, industrinisasi hanya akan membuat petani terus berada dalam pusaran 
eksploitasi yang tidak terputus.
7
 
Kita telah melihat bahwa bagaimana margin ekonomi yang sempit 
menyebabkan petani memilih cara-cara yang aman meskipun hasil rata-ratanya 
agak rendah. Juga dibidang sosial, petani dalam prinsipnya berusaha melimpahkan 
sebanyak mungkin risiko ekonominya kepada lembaga-lembaga lain untuk 
menembus keamanan subsistensi dengan penghasilannya.
8
 
Jika keamanan subsistensi merupakan prinsip yang lebih aktif dalam pilihan 
dan tata nilai petani daripada pemaksimalan hasil rata-rata, maka fakta itu 
tentunya akan tercermin dalam serangkaian preferensi bersama. Dalam empat 
bidang, stratifikasi, resiprositas desa, sewa tanah, dan perpajakan, dengan 
mengajukan pertanyaan tentang bagaimana orang dapat memperkirakan 
preferensi-preferensi itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan “dahulukan 
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selamat”, saya akan mencoba menunjukkan bahwa bukti tentang preferensi-
prefersnsi yang benar-benar ada dalam kenyataan pada pokoknya sesuai dengan 
apa yang dapat diperkirakan secara deduktif.
9
 
Apabila berbicara dalam sektor perdagangan dalam tatarannya yang lebih 
luas, seharusnya mampu untuk keluar melebihi bahasan yang dimiliki oleh fokus-
fokus tradisional semacam penetapan restriksi tarif dan kuota serta pengubahan 
harga relatif. Kebijakan perdagangan mestinya dirancang untuk mampu 
menangkap isu-isu produksi dan transformasi yang lebih mendalam.  
Kebijakan harus lebih menekankan peranan dari pemerintah sebagai 
pelaksana dari kebijakan perdagangan dan peranan sektor swasta sebagai mesin 
pertumbuhan, juga mitra pemerintah dalam proses memformulasikan dan 
melaksanakan kebijakan. Kebijakan juga harus dapat menjawab tantangan tentang 
bagaimana cara pemerintah di dalam meningkatkan daya saing. Memastikan 
bagaimana aturan-aturan main dibuat dan dilaksanakan, meningkatkan peran dari 
sektor swasta dan menciptakan atau membuat peluang-peluang demi 
perkembangannya, serta mempromosikan sebuah filosofi manajemen ekonomi 
yang berdasar kepada keseriusan komitmen pada keterbukaan.
10
 
Berkaitan sektor pertanian dan perdagangan pasti tidak terlepas dari 
kehidupan sosial dalam masyarakat. Menurut Kunkel manusia pada dasarnya 
adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Oleh karena itu, kalau 
manusia kadang-kadang mempunyai dorongan untuk memetingkan diri sendiri 
disamping mementingkan kepentingan sosial adalah hal wajar. Sebagai makhluk 
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sosial, manusia akan berhubungan dengan manusia lain sehingga mereka secara 
alami akan membentuk suatu kelompok. Dalam masyarakat kita dapat menjumpai 
adanya berbagai macam kelompok yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Dengan tujuan yang berbeda mereka masuk dalam kelompok yang berbeda atau 
dengan minat yang berbeda, mereka masuk dalam kelompok yang berbeda pula.
11
 
Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Furqan / 25:7 sebagai 
berikut 
 
ُسِٕل ٌَأُْكُم انطََّعبوَ  َرا انسَّ ََْٰ قَبنُٕا َيبِل  ِّ َيهٌَك  َٔ ٍْ َِْصَل إِنَ ََل أُ ْٕ اِق ۙ نَ َٕ ِشً فًِ اأْلَْس ًْ ٌَ َٔ
َِرٌسً  ٌَ َيَعُّ                  فٍََُكٕ
Artinya: 
 
Dan mereka berkata, “mengapa rasul (Muhammad) ini memakan dan 
berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya 




Penyebutan makan dan pasar untuk lebih menekankan lagi material bahkan 
kejauhannya dari kesucian karena makan mengakibatkan keluarnya kotoran dan 
dipasar seringkali terjadi penipuan dan percekcokan yang mestinya dihindari oleh 
mereka yang bersih. Dalam pandangan Al-Quran, pasar dapat menjadi sarana 
pengabdian kepada Allah swt. bila seseorang menggunakannya untuk mencari 
rezeki yang halal. Tidak ada halangan sedikit pun bagi seseorang yang bertakwa 
                                                             
11
 Bimo Waligito, psikologi Sosial: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 
13 
12




untuk memasukinya dan melakukan aneka kegiatan disana, asal saja ia berusaha 
menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Perdagangan dan 
jual beli yang terjadi dipasar atau dimana saja justru di restui Allah, bahkan sering 
kali Al-Quran dalam mengajak manusia memercayai dan mengamalkan tuntunan-
tuntunanya seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, 
seperti jual beli, untung, rugi, kredit, dan sebagainya. Hubungan timbal balik 
antara Allah dan manusia dinamainya perdagangan, sedang keuntungannya adalah 
pengampunan dosa dan tempat tinggi yang baik di dalam surga „Adn.
13
  
Pada umumnya manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi besar 
atau kecil adalah sangat kuat kecendrungannya untuk mencari keakraban dalam 
kelompok-kelompok tertentu. Mulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang 
dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, adanya kesamaan 
kesenangan, maka timbullah kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka 
berkelompok dalam organisasi tertentu. Komunitas, organisasi, maupun 
sekelompok sosial merupakan wadah bagi setiap individu untuk mencapai 
tujuannya. Keberadaan suatu komunitas membutuhkan pengakuan dari 
masyarakat agar dapat bertahan ditengah beragamnya komunitas yang lain.
14
 
Sebagaimana halnya di Indonesia komunitas mengalami perkembangan, 
kelompok komunitas tersebut terbentuk karna adanya persamaan nasib dari 
berbagai latar belakang masyarakat, mulai dari komunitas remaja, petani hingga 
komunitas masyarakat secara umum dapat secara mudah terbentuk disetiap 
daerah. Potensi komunitas dengan anggota yang cukup banyak memiliki pengaruh 
                                                             
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran), h. 27 
14
 Rivai Veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 




dalam masyarakat. Tidak jauh beda dari daerah lain di Indonesia, di Sulawesi 
Selatan juga perkembangan komunitas cukup tinggi, mulai dari komunitas 
masyarakat menengah atas sampai komunitas masyarakat menengah kebawah.  
Kepala daerah sebagai wadah untuk masyarakat membentuk komunitas 
karena faktor kesamaaan tujuan. Kehadiran komunitas tersebut merupakan salah 
satu wujud dari kelompok penekan, kemudian komunitas tersebut jika terlibat 
lebih jauh dan memiliki kepentingan politik, kekuasaan bahkan ekonomi. 
Kelompok sosial tersebut bukan hanya memiliki karakteristik interaksi politik 
tersendiri yang berbeda, tetapi juga mengembangkan cara atau strategi tersendiri 
dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.  
Fenomena komunitas yang ada di masyarakat sosial, termasuk yang ada di 
Kabupaten Soppeng contohnya adanya kebijakan pemerintah menambah atau 
memperluas keberadaan kelompok tani dengan adanya sawah garapan milik 
pemerintah (tanah ornamen). Melalui kebijakan pemerintah daerah peraturan 
bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Soppeng Nomor 
49/PERBUP/XII/2012 tentang klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik 
pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, terdapat hubungan secara timbal balik 
antara petani dan pedagang gabah dari segi ekonomi politik. Dari kebijakan 
pemerintah itu pula, seseorang yang di beri kepercayaan untuk membentuk 
komunitas tani di daerah masing-masing guna mempekerjakannya. Hasil panen 
yang didapat nantinya di jual ke salah satu anggota dari komunitas tani.  
Berdasarkan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 




Pedagang”, sebagaimana dari kebijakan tersebut, terjadi pola interaksi dalam 
penjualan Gabah dan para kelompok tani khususnya di Desa Ganra.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pola interaksi antara petani dan pedagang dengan adanya 
kebijakan Pemerintah daerah di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, 
Kabupaten Soppeng 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pola interaksi antara petani dan pedagang dengan 
adanya kebijakan Pemerintah daerah di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, 
Kabupaten Soppeng 
Adapun kegunaannya yaitu: 
1. Dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun motivasi terhadap 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng 
D. Tinjauan Karya Terdahulu 
1. Penelitian ini dilakukan oleh Mustain Mashud dengan judul: Analisis politik 
ekonomi petani dalam struktur hubungan antara negara dan pasar. Pilihan 
kebijakan publik di banyak negara Afrika tersebut, ternyata telah 
menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi secaraefektif. Misalnya: 
harga jual hasil pertanian petani jauh di bawah harga pasar, subsidi 




produk manufaktur jauh lebih mahal dibanding dengan produk pertanian. 
Pilihan kebijakan yang berpihak pada elit politik, industrialis kota, elit kota 
dan petani kaya ini telah sangat merugikan petani, menimbulkan disentif 
petani, dan menyebab produk pertanian merosot. Berbagai kebijakan yang 
dipilih dalam mendorong pembangunan ekonomi telah mendorong 
penguatan posisi kelompok kepentingan dominan dan inilah yang 
mendorong kebijakan itu dipertahankan. Ini membuktikan dipertahankannya 
kebijakan seperti itu dalam kerangka mempertahankan koalisi dominan: 
antara pengusaha, buruh industri, elit ekonomi dan politik, petani kaya dan 
pejabat negara Berbagai kebijakan yang dipilih dalam mendorong 
pembangunan ekonomi telah mendorong penguatan posisi kelompok 
kepentingan dominan dan inilah yang mendorong kebijakan itu 
dipertahankan. Ini membuktikan dipertahankannya kebijakan seperti itu 
dalam kerangka mempertahankan koalisi dominan: antara pengusaha, buruh 
industri, elit ekonomi dan politik, petani kaya dan pejabat negara.
15
 
Perbedaan penelitian ini terdapat pada kebijakan pemerintah yang 
mendorong posisi kelompok kepentingan seperti kelompok tani yang 
awalnya berada dipihak yang berkuasa. Sedangkan penelitian ini membahas 
kebijakan pemerintah yang pro terhadap kelompok tani dimana terjadi pola 
interaksi antara petani dan pedagang. 
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Kritikan terhadap tulisan diatas yaitu adanya keberpihakan kaum elit 
terhadap para petani yang seharusnya dalam kebijakannya itu semua disama 
ratakan dalam hal keputusan maupun posisi kelompok tertentu. 
2. Penelitian ini dilakukan oleh Syahyuti dengan judul: Pemerintah, Pasar, dan 
Komunitas: Faktor Utama dalam Pengembangan Agribisnis di Pedesaan. 
Dunia sosial berdiri di atas tiga pilar utama, yang satu sama lain saling 
mempengaruhi dan ikut mewarnai setiap bentuk sistem sosial yang hidup 
dalam masyarakat, termasuk sistem agribisnis. Ketiga pilar tersebut adalah 
pemerintah, pasar, dan komunitas. Secara sederhana ketiganya mewakili 
kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang selalu eksis dalam setiap 
kelompok masyarakat. Kinerja agribisnis di pedesaan di  pengaruhi oleh 
ketiga kekuatan tersebut, yang dapat menjadi faktor pendorong maupun 
penghambat bagi pengembangan agribisnis. Tulisan ini merupakan review 
konseptual yang menggunakan pendekatan sosiologi dalam pengembangan 
agribisnis di pedesaan. Pemahaman terhadap aspek ini sangat penting 
sebagai dasar untuk mempelajari berbagai faktor penjelas untuk 
menerangkan kapasitias pengembangan suatu sistem agribisnis. Dari 
beberapa hasil penelitian diperoleh bahwa, selama ini peran pemerintah 
dirasakan terlalu dominan dalam upaya pengembangan agribisnis. Hal ini 
memberi iklim yang kurang baik, karena pada prinsipnya agribisnis akan 





Perbedaan penelitian tersebut yaitu pengaruh pemerintah terhadap 
berjalannya pasar pada tataniaga hasil-hasil pertanian terjadi dengan derajat 
yang beragam. Terdapat komposisi yang bervariasi antara “ideologi pasar” 
dengan politik pemerintah. Penelitian ini melihat adanya hubungan antara 
pemerintah, pasar (pedagang atau penggiling padi) dengan petani. 
3.  Jurnal yang ditulis Djoko Suseno dan Kempri Suyatna yang berjudul 
“Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani”. Penelitian ini 
mengkaji kebijakan-kebijakan pertanian yang dilakukan pemerintah yang 
pro dengan petani baik kebijakan melalui KUD maupun kebijakan proteksi 
pasar. Penelitian ini juga melihat performa agraria dalam membentuk kultur 
petani. Analisis yang dipakai untuk mengkaji berbagai kebijakan pemerintah 
tersebut memakai perspektif konflik. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa keberhasilan mencapai swasembada pangan terutama beras tahun 
1986 justru diikuti dengan meningkatnya jumlah petani gurem. Surplus 
pangan yangterjadi pada Orde Baru itu justru diterima oleh kaum 
industrialis dan bukan para petani sendiri. Kemudian, program revolusi 
hijau juga telah mengubah bentuk sosial masyarakat pedesaan. Semula 
masyarakat pedesaan hidup dengan sistem komunal, saling bantu, dan 
gotong royong, kemudian berubah memasuki sistem kapitalis yang lebih 
mengedepankan modal dan berorientasi produksi.
16
 
 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus 
kajiannya. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada kebijakan 
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pemerintah yang pro-petani baik dari kebijakan KUD maupun kebijakan 
proteksi pasar dengan menggunakan perspektif konflik. Sedangkan, 
penelitian ini mengarah kepada kebijakan pemerintah daerah dalam melihat 
bagaimana keterkaitan anatara petani padi dan pedagang di desa tersebut. 
4. Tesis yang ditulis Agus Sakbani yang berjudul “Analisis Proses Pembelian 
Dan Penjualan Beras Oleh Penggilingan Padi di Indonesia”. Penelitian ini 
mengkaji proses-proses pembelian dan penjualan beras oleh penggilingan 
padi di Indonesia dengan melihat perbedaan di setiap daerah dan provinsi di 
Indonesia. Disimpulkan bahwa proses jual beli di beberapa daerah/provinsi 
di Indonesia berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, padi yang dibeli dan 
diolah oleh penggilingan padi kemudian didistribusikan di beberapa daerah 
di dalam dan di luar Jawa Barat. Kemudian di Gorontalo, padi yang dibeli 
dan diolah oleh penggilingan padi kemudian didistribusikan kembali untuk 
para petani dan masyarakat sekitar.
17
 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus 
kajiannya. Penelitian tersebut mengkaji proses pembelian padi yang 
kemudian diolah menjadi beras dan proses pendistribusiannya oleh 
penggilingan padi. Sedangkan penelitian ini mengkaji pola interksi antara 
petani dengan pembeli padi yang melihat dari segi kebijakan pemerintah 
daerah. 
5. Jurnal yang ditulis Mohamad Maulana dan Benny Rachman yang berjudul 
“Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: 
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Efektifitas Dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan Oleh 
Dalog”. Penelitian ini mengkaji efektifitas dan implikasi dari penetapan 
harga pembelian pemerintah (HPP) dalam transaksi jual beli gabah-beras 
GKP (Gabah Kering Panen) cukup efektif dalam menjaga stabilitas GKP 
ditingkat petani. Sementara itu, transaksi GKG (Gabah Kering Giling) 
berdasarkan HPP terjadi pada level Bulog dan pengusaha penggilingan padi. 




Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada 
design penelitian. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada 
efektifitas dan implikasi dari penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) 
dalam transaksi jual beli gabah-beras dikalangan petani, penggilingan padi 
dan pedagang. Sedangkan, penelitian ini lebih melihat bagaimana kebijakan 
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1. Kebijakan Publik 
Thomas R. Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan 
Publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh 
pemerintah. Sedangkan Easton memberikan pengertian kebijakan Publik 
sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat 
yang keberadaannnya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat 
melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut 
merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang 
merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.19 
 Menurut Woll, Kebijakan Publik adalah sejumlah aktivitas 
pemerintah untuk memcahkan masalah di masyarakat baik secara langsung 
maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 
masyarakat. Sedangkan James E. Anderson memberikan definisi kebijakan 
Publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan 
pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah:
20
  
1)  kebijakan Publik selalu memPunyai tujuan tertentu atau memPunyai 
tindakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;  
2)    kebijakan Publik berisi tindakan pemerintah;  
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3)  kebijakan Publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan 
untuk dilakukan;  
4)  kebijakan Publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah 
tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan kePutusan 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;  
5)   kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif 
didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan 
memaksa. 
Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas, dapat 
disimPulkan bahwa pada dasarnya kebijakan Publik adalah segala 
sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah 
Publik demi kepentingan masyarakat yang bersifat mengikat dan 
memaksa. 
Menurut George Edward III, terdapat empat faktor atau variabel 
dalam implementasi kebijakan publik, yaitu :
21
  
1. Komunikasi  
Variabel utama dalam implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa 
pembuat keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 
Keputusan-keputusan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, 
selain itu komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. 
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2. Sumber Daya  
Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam implementasi 
kebijakan agar berjalan secara efektif. Sumber daya itu dapat berupa 
sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas 
pendukung. Tanpa adanya sumber daya, maka kebijakan yang telah dibuat 
tidak dapat diimplementasikan. Adapun indikator dari sumber daya adalah 
sebagai berikut :  
a) Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia merupakan implementor dari sebuah kebijakan, 
sehingga berhasil ataupun tidaknya implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh staff atau pegwainya. Apabila sumber daya 
manusianya cukup memadai dan kompeten dalam bidangnya, maka 
implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif.  
b) Sumber Daya Finansial  
Sumber daya finansial adalah kecukupan modal yang dimiliki dalam 
menjalankan sebuah kebijakan publik, sumber daya finansial juga akan 
mendukung segala fasilitas yang dibutuhkan untuk terlaksananya 
kebijakan publik.  
c)  Sumber Daya Fasilitas Pendukung  
  Fasilitas pendukung merupakan fasilitas fisik yang sangat penting 
dalam implementasi teknis sebuah kebijakan publik. Apabila sumber 




yang memadai (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan 
tidak akan berjalan secara maksimal. 
3. Disposisi  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor dalam implementasi sebuah kebijakan. Apabila disposisi 
implementor baik, maka ia akan dapat mengimplementasikan kebijakan 
seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor 
memiliki difat dan pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka 
proses implementasi kebijakan juga akan terhambat. 
2.      Pasar 
Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara 
permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa 
tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) 
dan jumlah yang diperdagangkan.
22
  
Pasar dalam pengertian pemasaran menurut Philip Kotler adalah orang-
orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita  
pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi 
kebutuhan.
23
 Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli 
serta ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar secara langsung, 
bangunan terdiri dari kios, los, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran 
terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
24
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Pada pasar tradisional, kelembagaan pengelola ditangani oleh Dinas Pasar 
yang merupakan bagian dari birokrasi. Selain itu, sistem pengelolaan pasar 
tradisional umumnya terdesentralisasi dimana setiap pedagang mengatur sistem 
bisnisnya masing-masing. Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu 
barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan 
pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Pasar 
juga berfungsi sebagai fasilitas umum untuk melayani kebutuhan sehari-hari 
masyarakat.
25
 Sebagian besar yang diperdagangkan terdiri dari barang-barang 
kebutuhan sehari-hari dan dengan harga yang relatif murah. Meskipun secara fisik 
suasana berbelanja di pasar tradisional kurang menyenangkan, namun pasar 
tradisional mempunyai jangkauan pelayanan yang luas kepada masyarakat. 
Dengan demikian, pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli merupakan 
fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai 




Untuk kepentingan konsumen berpendapatan rendah, penting untuk 
menjamin persediaan barang yang harganya. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
bahwa pasar tradisional memberikan sumbangan yang sangat penting dalam 
bentuk turut menurunkan biaya hidup bagi kelompok-kelompok masyarakat 
berpendapat rendah. 
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Pasar tradisional juga mempunyai pengetahuan detail tentang pasar lokal 
dan daerah. Mereka menjual barang-barang bukan untuk pasar yang tidak 
bernama tetapi untuk konsumen yang mereka kenal secara pribadi dan melalui 
jalinan hubungan sosial. Pada umumnya, mereka tahu keadaan pendapatan dan 
kebutuhan keluarga di sekeliling mereka, sehingga mereka dapat menyesuaikan 
persediaan barang dan keinginan konsumen. Karena itu pasar tradisional 
memberikan sumbangan yang besar dari segi menjamin kedaulatan konsumen. 
Salah satu karakteristik yang menonjol dari pasar tradisional adalah:  
1.   Banyaknya pedagang yang menjual jenis barang dan jasa yang sama.  
2. Harga barang relatif murah, namun kualitas dan kebersihan barang kurang  
diperhatikan.  
3. Dalam mengelola usaha khususnya dalam menyediakan persediaan 
barang dagangan, para pedagang pasar berjalan sendiri-sendiri.  
4. Perbedaan waktu aktifitas masing-masing pasar memberikan keuntungan 
bagi para bakul karena mereka dapat menjual barang dari satu pasar 
kemudian berpindah ke pasar lain dalam waktu satu hari. Tetapi ada juga 
bakul yang hanya berjualan di satu pasar. 
27
 
Ada beberapa aktor ekonomi yang berperan dalam pasar, yaitu:    
1. Pembeli ada beberapa tipe pembeli yaitu:  
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a) Pengunjung yaitu mereka yang datang ke lokasi tanpa mempunyai 
tujuan pembelian suatu barang atau jasa. Mereka adalah orang-orang 
yang menghabiskan waktu luangnya di lokasi pasar.  
b)   Pembeli yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud 
untuk membeli suatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai 
tujuan kemana akan membeli. 
c)  Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud 
membeli barang atau jasa dan punya arah tujuan yang pasti kemana 
akan membeli. Seseorang yang menjadi pembeli tetap dari seorang 
penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses interaksi 
sosial. Tawar menawar antara penjual dan pelanggan dapat dikatakan 
jarang terjadi, karena penjual telah menetapkan harga yang 
keuntungannya mendekati batas margin.  
2.     Pedagang    
Pedagang
28
 adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan 
produk atau barang, kepada konsumen secara langsung maupun tidak 
langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan 
penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari 
perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. 
Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang yang telah 
                                                             




dilakukan oleh Geertz dalam Damsar (2007) dapat disimpulkan bahwa 
pedagang dibagi atas :    
1)  Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas 
perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi 
ekonomi keluarga.    
2)  Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui 
aktifitasnya untuk  memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil 
perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi 
keluarga. Derajat tambahan tersebut berbeda pada setiap orang 
dan masyarakat.      
3)   Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk 
atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi 
ekonomi rumah tangga.      
4)   Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan 
perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru 







3.      Relasi Sosial   
 Manusia pada dasarnya makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup 
dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut 
gregariousness sehingga manusia juga disebut social animal (hewan sosial).
29
 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan suatu proses yang 
dinamakaan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan 
cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang 
diinginkan. Interaksi tidak hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu 
yang lain, tetapi juga bisa terjadi antara satu individu dengan kelompok individu, 
atau antara kelompok individu dengan kelompok lainnya.  
Sejak manusia lahir dan dibesarkan, ia sudah merupakan bagian dari 
kelompok sosial yaitu keluarha. Di samping menjadi anggota keluarga, sebagai 
seorang bayi yang lahir disuatu desa atau kota, ia akan menjadi warga salah satu 
ummat agama, warga suatu suku bangsa atau kelompok etnik dan lain sebagainya. 
Hubungan antara sesama disebut relasi atau relation. Relasi sosial juga disebut 
hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang 
sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubugan timbal 
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Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat 
meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari pihak lain 
terhadap dirinya. Relasi adalah hubungan yang terkait dengan aspek emosional, 
pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil dari relasi dengan orang 
lain, hal ini disebabkan karna manusia sebagai makhluk sosial, karna manusia 
selalu berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karna itulah manusia tumbuh dan 
berkembang adalah hasil dari relasi. 
 
























































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam tulisan ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
bersifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 
mendalam. Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). 
kondisi alamiah adalah kondisi yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi 
oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 
tersebut. Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif menurut Bogdan dan 
Biklen yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 
menekankan pada angka.
31
 Yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian 
terhadap pola interaksi antara petani dan pedagang dengan adanya kebijakan 
pemeribtah daerah kabupaten Soppeng. 
2. Lokasi  Penelitian 
Studi ini memilih objek pada Kantor UPTD, Kantor BPKD, dan juga 
penulis meneliti pada Dusun Bakke dan Dusun ganra, Desa Ganra Kecamatan 
Ganra Kabupaten Sopppeng. 
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B. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan 
data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti yang 
bersangkutan, data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang 
berupa wawancara tatap muka dengan informan yang telah dipilih.
32
 Sehingga 
dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari para staf di kantor UPTD, 
para koordinator sawah tanah ornamen, para pekerja atau buruh sawah tanah 
ornamen, para masyarakat di luar pekerja sawah tanah ornamen, dan para pemilih 
industri penggilingan padi. 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti 
melalui media perantara yang secara tidak langsung atau dapat juga disebut 
sebagai sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh di 
perpustakaan, laporan-laporan penelitian, media cetak maupun elektronik, skripsi, 
jurnal, buku, tesis, peraturan-peraturan tertulis (UUD 1945, UU, dan PERDA) dan 
dapat juga disebut sebagai data yang telah tersedia.
33
 Dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa data berupa Buku Cetak, Skripsi, Jurnal, Tesis, UU, data-
data dari kantor UPTD maupun dari kantor Desa. 
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B. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 
mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :  
1. Observasi 
Nasutionmenyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaiu fakta 
mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan 
dengan menggunakan bantuan alat-alat yang canggih sehingga benda yang yang 
sangat jauh maupun benda yang sangat kecil dapat diobservasi dengan jelas.
34
 
Penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung di Kantor UPTD, Kantor 
BPKD, dan masyarakat di Desa Ganra. 
2. Wawancara (Interview) 
Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang 
dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba untuk 
mendapatkan sebuah keterangan dari seorang responden dengan bertatap muka 
langsung dengan orang tersebut. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan 
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam masyarakat.
35
 
Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara: 
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a) Wawancara Terstruktur 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila 
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 
yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 
pengummpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-
pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.selain 
membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul 
data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, 




b) Wawancara Tak Terstruktur 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
Wawancara tidak terstruktur ata terbuka, sering digunakan dalam penelitian 
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c) Wawancara Mendalam 
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka 
antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 
tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, 
kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan 
informan. Metode wawancara mendalam (in-depth interview) adalah sama 
seperti metode wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan 
wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara berbeda dengan 
wawancara pada umumnya. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaannya 
dimana wawancara mendalam ini dilakukan secara intens dan membutuhkan 




Dokumentasi adalah teknik dalam mendapatkan berbagai informasi baik 
dalam bentuk tulisan, audio ataupun gambar serta karya-karya yang monumental 
yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Penelitian ini melakukan metode 
dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang 
relevan,
39
. Khususnya pada Kantor UPTD, Kantor Desa Ganra dan di rumah 
warga-warga yang bersangkutan denan penelitian di lingkungan Desa Ganra. 
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Informan merupakan orang yang betul-betul dianggap memahami secara 
mendalam permasalahan yang akan diteliti di lapangan. Adapun informan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Kantor UPTD Desa Ganra 
2. Kantor Desa Ganra 
3. Para koordinator sawah tanah ornamen 
4. Para pekerja atau buruh sawah tanah ornamen 
5. Para pemilik industri penggilingan padi di Desa Ganra 
E. Analisis Data 
Secara umum, Miles dan Huberman beranggapan bahwa dalam melakukan 
analisis terdiri dari tiga alur atau tahapan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
40
 
1. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian 
pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-
catatan tetulis di lapangan. Sebagaimana diketahui, reduksi data berlangsung terus 
menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.Selama 
pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat 
ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 
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dan menulis memo).Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus 
sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
41
 Selama 
proses reduksi data yang dilakukan dalam studi ini, dimulai saat peneliti 
memperoleh data di lapangan yang kemudian dilakukan pemilahan data-data yang 
diperoleh dilapangan yang selanjutnya akan disusun menjadi sebuah kalimat yang 
padu yang menjadi sebuah hasil penelitian tersusun dengan lengkap. 
2. Penyajian Data 
Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data.Miles 
dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi 
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Beraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari mulai dari alat pengukur bensin, surat kabar, sampai layar 
komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan lebih mudah untuk 
memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita harus bertindak 
berdasarkan pemahaman dari penyajian tersebut.
42
Dalam studi ini, penyajian data 
yang ditemukan oleh peneliti berupa data-data dalam bentuk angka maupun 
gambar disajikan secara jelas, tujuannya agar memberikan kemudahan dalam 
penarikan kesimpulan dan juga semakin menguatkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan. 
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3. Penyimpulan Data 
Menurut Miles dan Huberman penyimpulan data adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam 
penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 
pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.
43
Selama melakukan 
penelitian ini, peneliti banyak menemukan hal-hal yang menarik yang kemudian 
dibentuk menjadi sebuah kesimpulan yang berupa temuan sehingga semakin 
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambran umum Kabupaten Soppeng  
a. Sejarah Kabupaten Soppeng 
Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para pakar dan budayawan belum 
ada kesepakatan, bahkan dalam sastra Bugis tertua I LA GALIGO telah tertulis 
nama kerajaan soppeng berbunyi “IYYANA SURE PUADA ADAENGNGI 
TANAE RISOPPENG, NAWALAINNA SEWO – GATTARENG, NONI 
MABBANUA TAUWE RI SOPPENG, NAIYYA TAU SEWOE RIASENG 
TAU SOPPENG RIAJA, IYYA TAU GATTARENGNGE IYYANARO 
RIASENG TAU SOPPENG RILAU.” Artinya : “ ini adalah kata dari bumi di 
Soppeng, dari tanah gattareng, datang ke Soppeng, dan orang sewoe dipanggil 




 Di dalam lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan 
soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan yang 
didasarkan pada kesepakatan 60 pemuka masyarakat bergelar Arung, 
Sullewatang, Paddanreng dan Pabbicara yang mempunyai daerah kekuasaan 
sendiri. Namun suatu waktu terjadi musim kemarau sehingga muncul kekacauan 
kemiskinan dan kemeralatan terjadi dimana-mana oleh karena itu 60 pemuka 
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masyarakat bersepakat untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat 
mengatasi semua masalah tersebut. 
45
 
 Tampil Arung Bila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar 
yang dihadiri 30 orang matoa dari  Soppeng riaja dan Soppeng Rilau, sementara 
musyawarah berlangsung seekor burung kakak tua terbang mengganggu diantara 
para hadirin dan Arung Bila memerintah untuk menghalau burung tersebut dan 
mengikuti kemana mereka terbang. 
46
 
 Burung kakak tua tersebut akhirnya sampai di Sekkanyili dan ditempat 
inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu, yang 
bergelar manurungnge di Sekkanyili atau LATEMMAMALA sebagai pemimpin 
yang diikuti dengan IKRAR. Ikrar tersebut terjadi antara LATEMMAMALA 
dengan rakyat Soppeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara Latemmamala 
denga rakyat Soppeng, dan disitulah Latemmamala menerima pengangkatan 
dengan Gelar DATU SOPPENG, sekaligus sebagai awal terbentuknya kerajaan 
Soppeng dengan mengangkat sumpah diatas batu yang diberi nama “LAMUNG 
PATUE” sambil memegang segenggam padi dengan mengucapkan kalimat yang 
artinya “isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku curang 
dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Soppeng”.
47
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 Soppeng yang memiliki sejarah cemerlang dimasa lalu, dengan 
memperhatikan berbagai masukan agar penetapan hari jadi Soppeng, diadakan 
seminar karena kurang tepat bila dihitung hari dari saat dimulainya pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 04 tahun 1957, sebab jauh sebelumnya didalam lontara 
Soppeng telah mengenal sistem pemerintahan yang demokrasi dibawah 
kepemimpinan Raja dan Datu. Maka dilaksanakan seminar sehari pada tanggal 11 
Maret 2000 yang dihadiri oleh para pakar, budayawan, seniman, ahli sejarah, 
tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda dan LS, dimana disepakati bahwa 
hari jadi Soppeng dimulai sejak pemerintahan TO MANURUNGNGE RI 
SEKKANYILI atau LATEMMAMALA tahun 1261, berdasarkan perhitungan 
dengan menggunakan BACKWARD CONTING dan mengusulkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk dibahas dalam rapat 




b. Visi misi kabupaten Soppeng49 
Visi: pemerintahan yang melayani dan lebih baik 
1. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik dan 
administrasi guna mengelolah urusan yang menjadi kewenangannya. 
Karena pada hakekatnya pemerintahan adalah melayani rakyat. 
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2. Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, 
memudahkan urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan 
urusan rakyat. 
3. Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan 
prinsip partisipatif aktif, transparan, responsive, musyawarah mufakat, 
berkeadilan, efektif dan ekonomis serta akuntabilitas. 
Misi: 7 tekad pemerintah yang melayani 
1. Menetapkan arah kebijakan pemerintah yang melayani dan pro petani 
2. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta 
berkeadilan bagi semua orang 
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan 
publik 
4. Menata kepariwisataan dan transportasi publik yang baik dan nyaman 
5. Menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih dari 
korupsi 
6. Menjamin ketersediaan sistem peleyanan kesehatan unggul (lebih baik) 
dan murah 
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda 
dan perempuan dalam pembangunan 
2. Gambaran umum Desa Ganra 
Ganra adalah salah satu desa yang ada di Kabupaen Soppeng. Daerah 
tersebut dulunya merupakan desa yang masuk dalam wilayah administrasi 





desa Ganra beserta masyarakat desa sekitarnya seperti desa Enrekeng, Belo dan 
Lompulle akhirnya di mekarnya Kecamatan Ganra maka manfaat yang dapat di 
rasakan masyarakat khususnya desa Ganra yaitu mudahnya akses kantor 
Kecamatan, mereka tidak lagi jahu-jahu ke Cangadi (Ibu Kota Kecamatan 
Liliriaja) untuk melakaukan kepengurusan admisistrasi kependudukan dan 
termasuk ketika acara hari kemerdekaan. 
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Luas wilayah desa Ganra yaitu mencapai 21 km² dengan jumlah penduduk 
sebanyak 3244 jiwa masyarakat desa ganra mayoritas berprofesi sebagai petani 
dan PNS sisanya mereka berprofesi di bidang wiraswasta, maka tidak sedikit dari 
mereka berprofesi ganda (PNS dan Petani). Ganra juga disebut sebagai desa yang 
banyak memberikan kontribusi di berbagai bidang di Kabupaten Soppeng. Pada 
sektor pangan (pertanian) Ganra dapat menghasilkan ratusan ton gabah dalam tiap 
panennya. Pada bidang pendidikan di Ganra terdapat beberapa lembaga 
pendidikan mulai tingkat TK sampai pada Menegah Atas serta banyaknya tenaga 
pengajar yang aktif diberbagai lembaga pendidikan yang tersebar dalam wilayah 
Ganra sangat aktif melakukan kegiatan positif. Pada bidang agama Ganra 
memiliki banyak tokoh agama (Kyai / Anre Gurutta) yang aktif melakukan 




a. Sejarah Desa Ganra 
Ganra pada awalnya merupakan kerajaan seperti kerajan-kerajaan pada 
umumnya. Akan tetapi Ganra ternyata adalah salah satu kerajaan tertua ditanah 
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bugis Soppeng. hal tersebut di benarkan oleh narasumber bahawah kerajaan Ganra 
telah berdiri jahu sebelum bersatunya kerajaan Soppeng Riaja (sewo) dan kerajaan 
Soppeng Rilau (Gattareng) sebagai kerajaan Soppeng yang bersatu pada tahun 
1261 M. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada ratusan tahun yang lalu yang 
menurut sebagian masyarakat bahwa pemukiman warga pertama berada didaerah 
Abbanuangnge (sebelah utara kantor kapolsek dan UPTD Kecamatan Ganra). 
Abbanuangnge sendiri di artikan sebagai perkampungan dulunya merupakan 
perkampungan hindu yang di huni oleh raja-raja (Datu) yang perna memangku 
jabatan sebagai Datu di Ganra. Petta Sakka adalah seorang warga Ganra yang 
sampai saat ini masi bermukim di desa Ganra bahkan dari penuturannya dia 
membenarkan bahwa dulunya Abbanuangnge adalah kampung pertama bahkan di 
wilayah itu beliau perna mendapatkan barang-barang peninggalan jaman Hindu 
seperti piring tanah, mangkok dan guci. 
52
 
Selain daerah Abbanuangnge fakta historis lainnya yang dapat mengatakan 
bukti bahwa Ganra merupakan kerajaan tertua di Soppeng adalah terdapatnya 
daerah Pattungnge yang tepat berada 260 m sebelah Selatan daerah 
Abbanuangnge atau lebih tepatnya sebelah selatan pasar Ganra yang lokasinya 
mirip dengan pulau kecil yang berada di tenga hamparan tenga sawah. 
Pattunungnge dalam bahasa bugis dapat diartikan sebagai tempat pembakaran. 
Masyarakat Ganra percaya bahwa pada zaman Hindu wilayah tersebut di jadikan 
sebagai tempat pembakaran mayat orang Hindu.  
                                                             





Menurut narasumber (H. Badaruddin Bin H Andi Abd. Rahman) Ganra 
menurut Petta Adeemma‟ berasal dari kata Anra‟ (pancinga/umpan) atau 
Manganra‟ (menagkap ayam hutan dengan cara menjadikan lawan jenis ayam 
tersebut sebagai umpan). Istilah tersebut yaitu bermula pad suatu wilayah kerajaan 
kecil yang terletak disekitar hutan. Pada kerajaan itu terdapat seseorang anak raja 
yang gemar menangkap anak ayam (Manu’ ale’) didalam hutan dengan cara 
memasang anra’ (umpan). Pada suatu ketika anak raja itu pulang dari hutan 
karena telah berhasil menangkap ayam dan setibanya di kerajaan, diapun ditanya 
oleh ayahnya tentang dimana ia mendapatkan ayam tersebut, anak raja itu pun 
menjawab dengan wajah yang ceria “saya menangkapnya di hutan dengan cara 
memasang anra‟ puang”. Akhirnya karena anak tersebut sering memasang anra‟ di 
hutan maka masa itu hutan tersebut dinamakan anra‟ oleh kebanyakan orang.dan 
seiring dengan perubahan diatas pada lingkungan masyarakat maka kata anra‟ pu  
berubah menjadi Ganra dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 




Pendapat kedua bersumber dari cerita-cerita rakyat dan Dinas Pariwisata 
dan kebudayaan Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa penamaan Ganra itu 
sebenarnya diambil dari salah satu nama alat penenun tradisional suku bugis yang 
bernama Ganra (wappalie) dengan alasan bahwa karena perkampungan Ganra itu 
berbentuk bundar (Mallebu Tello) maka pada saat itu masyarakat 
                                                             





mengibaratkannya dengan Ganra (wappalie) yang merupakan alat pemutar benang 
pada alat tenun yang berbentuk bundar. 
Sedangkan pendapat yang ketiga juga diperoleh dari cerita rakyat yang 
menjelaskan bahwa penamaan Ganra diambil dari kata Gandrang (bedug), 
beberapa masyarakat menyakini bahwa dulunya wilayah tersebut pernah 
dilewatioleh seorang raja beserta bala tantaranya, tidak ada yang tau jelas raja itu 
dari mana, ada yang mengatakan raja dari Kerajaan Soppeng adapula beranggapan 
bahwa raja raja itu dari Kerajaan Bone. Pada saat melewati daerah tersebut 
(Ganra) raja memerintahkan kepada bala tentaranya untuk beristirahat sejenak 
karena sudah berjalan seharian dan sang raja memerintahkan kepada masyarakat 
setempat untuk memukul Gandrang atau bedug dengan beragam irama agar sang 




b. Jumlah penduduk dan kondisi Desa Ganra 
Jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 2990  jiwa dengan  jumlah 
laki-laki 1384 jiwa dan perempuan 1603 jiwa. Ada pula jumlah kepala keluarga 




Sebelah utara  :Desa Enrekeng 
Sebelah timur  :Desa Belo 
Sebelah selatan  :Desa Maccile 
Sebelah barat  :Kelurahan Salokaraja 
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Luas Desa Ganra sekitar ±21 kilometer bujur sangkar 
Keadaan topografi 
1. Secara umum 
Keadaan topografi Desa Ganra adalah daerah daratan, sehingga lebih 
kemungkinan sebagai areal persawahan, perkebunan dan pemukiman. 
Wilayah Desa Ganra mudah ditelusuri dan merupakan ibukota 
Kecamatan Ganra, jarak dari Provensi sejauh ±185 km. Jarak Ibu Kota 
Kabupaten sejauh ±9 km., jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh ±700 
m. 
2. Iklim 
Iklim Desa Ganra sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 
beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan. 
3. Wilayah administrasi Desa Ganra 
Desa Ganra terdiri atas dua dusun yakni Dusun Ganra dan Dusun Bakke 
dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 19 dan rukun warga (RW) 
sebanyak 6.  
Nama Dusun Jumlah RT Jumlah RW 
Ganra 12 4 








c. Visi misi Desa Ganra 
Visi Desa 
Visi adalah suatu gambara ideal tentang keadaan masa depan yang 
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa 
Ganra dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat pada umumnya. 
Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa Ganra adalah: 
“mewujudkan Desa Ganra tahun 2019 sebagai Desa Swasembada pangan yang 




Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya 
menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan 
kebutuhan Desa Ganra, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa 
Ganra adalah: 
1. Meningkatkan segala aspek untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ganra. 
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi 
terwujudnya tingkat kehidupan yang lebih baik 
3. Berwawasan luas menuju swasembada pangan pada tahun 2019 
4. Meningkatkan kebijakan dan prioritas pembangunan desa 
 
 
                                                             





B. Pola interaksi antara petani dan pedagang dengan adanya kebijakan 
pemerintah daerah 
 
Bagian ini akan diuraikan mengenai apa yang didapatkan selama meneliti di 
Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng terkait pola interaksi antara 
petani dan pedagang dengan adanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten 
Soppeng serta pola interaksi antara petani dan pedagang dalam perspektif 
ekonomi politk. Dari data yang penulis dapatkan melalui wawancara mendalam 
ataupun pengamatan langsung dilapangan dan didukung oleh literatur penulis 
mencoba menjabarkan jawaban dalam penelitian ini. 
1. Pola interaksi antara individu dan kelompok 
 Interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, 
maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
suatu hal yang lazim dilakukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial 
yang tidak bisa hidup sendiri. Interaksi yang didasari oleh kepentingan atau tujuan 
yang sama akan terbentuk semakin kuat diantara mereka karena adanya 
kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Kekompakan, kebersamaan dan 
relasi yang terjadi diantara para pelaksana akan sangat membantu bahkan akan 
menjadi modal untuk kedepannya, mengingat dalam implementasi ini sangat 
dibutuhkan koordinasi, kerjasama para pelaksana sebagai satu kesatuan tim yang 
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 Seperti halnya dalam penelitian ini interksi yang dimaksud yaitu antara 
koordinator sawah tanah ornamen (ketua kelompok tani) dengan para pekerja 
(buruh tani), dimana di Desa Ganra  memiliki 3 pengelolah (koordinator) dengan 
melalui perjanjian kontrak Nomor: 60/BPKD/RET-ORNAMEN/I/2018, tanggal 8 
Januari 2018 bahwa pihak pertama A. Ahmad Remil, S. Sos, MM selaku kepala 
bidang retribusi BPKD menyerahkan pengelolaan sawah tanah ornamen kepada 
pihak kedua yaitu: 
1. Nama   :Abd. Rahman 
Tempat/tanggal lahir :Bakke 31 Desember 1969 
Pekerjaan  :Petani 
2. Nama   :Muh. Ridwan 
Tempat/tanggal lahir :Ganra, 12 Desember 1959 
Pekerjaan  :Petani 
3. Nama   :Andi Wahyu Gunawan 
Tempat/tanggal lahir :Ganra 16 Februari 1985 
Pekerjaan  :Petani 
Ketiga nama diatas telah diserahkan tanggung jawab untuk mengelolah 
sawah dari tanah ornamen dari pihak kedua. Tanggung jawab yang dimaksud 
yaitu bagaimana ketiga nama ini memilih pekerja atau buruh untuk dipekerjakan 
dilahan masing-masing, mengontrol segala sesuatu yang diperlukan para pekerja 
dari segi pengelolahannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu 
narasumber: 
“Saya di beri kepercaayaan sama atasan untuk memilih petani yang 





sudah mulai proses penanamannya, tanggung jawabku juga kalau ada yang 
dibutuhkan para pekerja, yah misalnya pupuk ataukah dia tidak memiliki 
traktor yah pasti saya bantu. Kadang juga saya langsung kesawah melihat 
kondisinya, kalau ada sawah yang tidak dirawat saya langsung menegur, 




Berdasarkan wawancara diatas oleh Andi Wahyu Gunawan selaku salah 
satu koordinator sawah tanah ornamen bahwa memiliki tanggungjawab atas 
sawah tersebut, diantaranya memilih para buruh tani dan menyediakan fasilitas 
mulai dari awal penanaman sampai masa panen. Ketika terjadi kendala dalam 
proses pertumbuhan maka termasuk tanggungjawab koordinator untuk 
memperingati dan lebih menjaga agar pertumbuhannya baik. Kebijakan para 
koordinator sawah tanah ornamen terhadap para pekerjanya sangat efektif. 
 Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi di sebut relasi. Menurut 
Michener dan Delamater menyatakan bahwa, relasi sosial juga di sebut hubungan 
sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang 
sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakn 
hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu 
yang lain dan saling mempengaruhi. Manusia di takdirkan sebagai makhluk 
pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhlik pribadi, manusia berusaha 
mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, 
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 Interaksi antara koordinator sawah tanah ornamen dengan para pekerjanya 
sangatlah erat dan saling menguntungkan. Mereka sama-sama berusaha 
mencukupi kelangsungan hidup sehari-sehari sebagai makhluk sosial melalui 
kerjasama. Koordinator sawah sangat terbantu dengan kehadiran para pekerja dan 
begitu pun sebaliknya para pekerja sangat mempengaruhi penghasilan para buruh 
tani karena pengahasilannya bertambah. 
 Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari proses yang 
dinamakan interaksi. Suatu relasi soasial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-
tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan 
datang dari pihak lain terhadap dirinya. Relasi adalah hubungan yang terkait 
dengan aspek emosional, pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil 
dari relasi dengan orang lain, hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk 
sosial, karena manusia selalu berinteraksi dengan linkungan. Relasi sosial juga 
disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) 
yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan 
timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling 
mempengaruhi.
60
 Sesuai dengan hasil wawancara berikut: 
“saya salah satu pekerja sawah tanah ornamen oleh koordinator yang 
bernama Abd. Rahman. Ketika saya ditunjuk untuk mengelolah sawah ini, 
sangat bersyukur karena bertambahnya lahan. Saya sudah melalui 4 kali 
panen semenjak dipekerjakan. Sering juga koordinator memantau langsung 
keadaan padi, dan apabila ada yang bermasalah pertumbuhan padinya 
maka koordinatornya tegas dan cepat ambil tindakan untuk memperbaiki 
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pertumbuhan. Biasa juga dia langsung membantu kami untuk membajak 




Dari wawancara diatas terlihat bahwa koordinator sawah tanah ornamen dan 
para pekerjanya menjalin hubungan yang sangat baik. Mengerti antara satu sama 
lain. Maka dari itu terjalinlah interaksi antara individu dengan kelompok. 
2. Interaksi antara pemerintah dengan petani dan pedagang 
Dalam penelitian ini juga difokuskan interaksi oknum pemerintahan 
Kabupaten Soppeng dengan para koordinator ataupun para pekerja sawah tanah 
ornamen dan para pedagang khususnya di Disa Ganra tersebut. Peraturan bupati 
Soppeng Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati Soppeng 
Nomor 49/PERBUP/XII/2012 tentang klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik 
pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pasal 5 menyatakan bahwa:
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1. Tanah pertanian milik pemerintah daerah Kabupaten Soppeng 
diklasifikasikan dan dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
a. Tanah pertanian kelas 1 dengan ketentuan: 
1. Masa panen maksimal 2 kali dalam satu tahun 
2. Mempunyai saluran irigasi (primer, sekunder dan tersier) dan 
bendungan desa. 
3. Lokasi strategis 
b. Tanah pertanian kelas II dengan ketentuan: 
1. Masa panen maksimal 2 kali dalam 1 tahun 
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2. Mempunyai saluran irigasi setengah (saluran tersier dan primer) dan 
bendungan desa. 
3. Lokasi rawan banjir atau kekeringan 
c. Tanah petanian kelas III dengan ketentuan: 
1. Masa panen maksimal 2 kali dalam satu tahun 
2. Hanya menggunakan bendungan desa dan tergolong sawah tadah 
hujan 
3. Lokasi rawan banjir atau kekeringan 
2. Kelas tanah pertanian milik pemeritah daerah sesuai dengan klasifikasi dan 
kenis tanah pada ayat (1) di atas, tercantum pada lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. 
Data diatas menjelaskan bahwa sawah tanah ornamen yang ada di 
Kabupaten Soppeng memiliki beberapa pengklasifikasian atau ciri-ciri 
berdasarkan daerah masing-masing. Maka dari itu, dipisahkan menjadi tanah 
pertanian kelas I, II, dan III. Penetapan kelas-kelas tersebut terdapat pada 
beberapa daerah, seperti tabel berikut: 
 Klasifikasi tanah pertanian milik pemerintah daerah Kabupaten Soppeng: 








































































Desa Kampiri Dusun Kampiri Kelas III 
Sumber : Kantor UPTD Kecamatan Ganra 
Catatan : lokasi penelitian 
 Tabel diatas menjelaskan klasifikasi tanah pertanian yang dimiliki oleh 
pemerintah kabupaten Soppeng pada beberapa daerah. Pengklasifikasian diatas 
dibagi dengan melihat kondisi yang ada disetiap kecamatan, desa ataupun dusun. 





perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 tahun 2012 tentang 
retribusi jasa usaha, berikut merupakan retribusi pemakaian tanah:
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1. Retribusi pemakaian tanah pertanian ditetapkan sebagai berikut: 
a. Tanah pertanian kelas 1, sebesar RP 1.000,- (seribu rupiah) / m² per 
tahun 
b. Tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) / m² per 
tahun 
c. Tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) / m² per 
tahun 
Data diatas menjelaskan bahwa lokasi penelitian penulis Desa Ganra masuk 
dalam klasifikasi kelas satu karna memenuhi kriteria yaitu, masa panen hanya 
maksimal dua kali dalam satu tahun, mempunyai saluran irigasi serta bendungan 
desa, dan lokasi yang strategis. Sesuai dengan wawancara berikut: 
Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dengan dikeluarkannya 
kebijakan terseubut. Terutama saya yang ditunjuk sebagai salah satu 
koordinator. Sebelum adanya kebijakan ini atau sebelum adanya sawah 





Dengan adanya kebijakan tersebut yaitu tanah ornamen masyarakat sangat 
menerima dengan baik karna dapat menambah lapangan pekerjaan maupun 
menambah luas sawah garapan. 
kebijakan publik yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah 
untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan masyarakat yang bersifat 
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mengikat dan memaksa. Variabel utama dalam implementasi kebijakan yang 
efektif adalah bahwa pembuat keputusan harus mengetahui apa yang harus 
mereka lakukan. Keputusan-keputusan harus diteruskan kepada implementor 
secara tepat selain itu komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan 
cermat.sumber daya faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan 
agar berjalan secara efektif. Sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia 
merupakan implementor dari sebuah kebijakan, sehingga ataupun tidaknya 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staf atau pegawainya.
65
  
 Berdasarkan keterangan diatas, kedua belah pihak telah sepakat untuk 




1. Pasal (1) kesepakatan: pihak pertama dengan ini sepakat untuk memberikan 
hak pengelolaan tanah ornamen untuk sementara kepada pihak kedua. Pihak 
kedua dengan ini pula sepakat untuk menerima pengelolaan tanah yang 
dimaksud dari pihak pertama atas bidang tanah dengan luas yang tertera di 
atas dan klasifikasi tanah kelas 1 yang terletak diwilayah Desa Ganra 
Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sesuai dengan peta blok lokasi. 
2. Pasal (2) tujuan :bahwa pihak kedua akan mempergunakan tanah tersebut 
untuk keperluan persawahan 
3. Pasal (3) serah terima tanah :pada saat perjanjian ini di tanda tangani pihak 
pertama menyerahkan tanah kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima 
penyerahan itu sesuai menurut kondisi yang nyata pada hari penyerahan dan 
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akan diperuntukkan atau dikelolah sesuai dengan tujuan tersebut pada pasal 
2 yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima. 
4. Pasal 7 tata cara pembayaran :(1). Pembayaran retribusi oleh pihak kedua 
dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. (2). Pembayaran sewa secara 
bertahap oleh pihak kedua sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan 
ketentuan, pembayaran sewa tahap pertama sebesar 75% dari total sewa 
dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani dan pembayaran sewa 
tahap kedua sebesar 25% dari total sewa dilunasi sebelum perjanjian ini 
berakhir. (3). Pembayaran dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
67
 
Sesuai yang telah dibahas sebelumnya bahwa pihak pertama selaku pihak 
pemerintahan tepatnya kepala bidang retribusi BPKD (Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah) memiliki perjanjian dengan pihak kedua yaitu koordinator 
sawah tanah ornamen, maka dari itu, data diatas menjelaskan syarat dan ketentuan 
dalam penyewaannya. 
Menurut Easton memberikan kepastian kebijakan publik sebagai 
pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 
keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 
tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari suatu 
yang dipilih oleh pemerintah.  
Seperti halnya dalam penelitian ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan 
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masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pihak pertama merupakan pilihan yang 
sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan tabel berikut. 

















1 Abd. Rahman AS.066571 11.981 1 1.000 11.981.000 
  AS.066572 15.371 1 1.000 15.371.000 
  AS.066573 20.000 1 1.000 20.000.000 
  AS.066574 7.286 1 1.000 7.286.000 
  AS.066575 11.416 1 1.000 11.416.000 
  AS.066582 4.797 1 1.000 4.797.000 
  AS.066563 9.122 1 1.000 9.122.000 
  AS.066896 4.019 1 1.000 4.019.000 
  AS.066897 7.521 1 1.000 7.521.000 
  AS.066898 6.411 1 1.000 6.411.000 
  AS.066899 6.185 1 1.000 6.185.000 
  AS.066900 8.733 1 1.000 8.733.000 
 Total  112.842   112.842.000 
2 Muh. Ridwan AS.066570 3.578 1 1.000 3.578.000 






  AS.066577 5.286 1 1.000 5.286.000 
  AS.066889 10.859 1 1.000 10.859.000 
  AS.066890 6.714 1 1.000 6.714.000 
  AS.066891 9.311 1 1.000 9.311.000 
  AS.066892 5.525 1 1.000 5.525.000 
  AS.066893 6.010 1 1.000 6.010.000 
  AS.066894 7.444 1 1.000 7.444.000 
  AS.066895 8.985 1 1.000 8.985.000 
  AS.066896 4.147 1 1.000 4.147.000 
  AS.066576 20.000 1 1.000 20.000.000 
  AS.066582 13.511 1 1.000 13.511.000 
  AS.066562 14.824 1 1.000 14.842.000 
 Total   116.212   116.212,000 
3 Andi Wahyu 
Gunawan 
AS.066555 6.085 1 1.000 6.085.000 
  AS.066556 1.377 1 1.000 1.377.000 
  AS.066557 15.065 1 1.000 15.065.000 
  AS.066558 11.074 1 1.000 11.074.000 
  AS.066559 12.929 1 1.000 12.929.000 
  AS.066560 10.206 1 1.000 10.206.000 
  AS.066561 2.961 1 1.000 2.961.000 





  AS.066565 5.097 1 1.000 5.097.000 
  AS.066263 5.003 1 1.000 5.003.000 
  AS.066254 10.670 1 1.000 10.670.000 
  AS.066567 13.476 1 1.000 13.476.000 
  AS.066568 11.602 1 1.000 11.602.000 
  AS.066569 5.744 1 1.000 5.744.000 
  Belum 
bersertifikat 
1.050 1 1.000 1.050.000 
 Total  117.412   117.412.000 
Sumber: Kantor UPTD Kecamatan Ganra 
 Tabel daftar koordinator sawah tanah ornamen Kecamatan Ganra diatas 
menjelaskan bahwa setiap koordinator memiliki luas tanah masing-masing yang 
sudah ditentukan kemudian selanjutnya bisa dikelolah dan keduanya memiliki 
interkasi antar sesama. Tabel diatas juga menjelaskan bahwa setiap koordinator 
masing-masing memiliki jumlah retribusi yang harus dibayar sesuai dengan luas 
tanah yang dikelolah. 
 Berikut laporan penerimaan retribusi sewa tanah sawah ornamen Desa 












1 Dusun Ganra 116.212 1.000 116.212.000 116.212.000 100,00 





3 Dusun Ganra 117.412 1.000 117.412.000 70.000.000 59,62 
 Total 346.466  346.466.000 299.054.000 86,32 
Sumber: Kantor UPTD Kecamatan Ganra 
Tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan retribusi sewa tanah sawah 
ornamen dan terdapat satu lahan tepatnya di Dusun Ganra yang tidak mencapai 
target, sebagaimana telah dikatakan oleh salah satu narasumber: 
“Dalam pengontrolan tahun ini ada salah satu lahan yang ada di Desa 
Ganra yang pembayaran pajak atau penghasilan panennya tidak mencapai 
target atau dibawah rata-rata yang telah ditentukan, dan kami belum 
mengetahui penyebabnya. nah kalau ada kejadian seperti itu kami tidak 
langsung mengeluarkan, akan tetapi kami turun langsung ke lapangan 
kemudian mengecek secara langsung kenapa hasil panennya bisa menurun 




“Dengan apa yang dikatakan pak azis tadi kami akan secepatnya bertindak 
yah karena itu sudah tugas kami karena hanya data yang kami terima. 
Apabila misalnya terbukti bahwa koordinator sawah tanah ornamen ini 
tidak mempertihatikan para pekerjanya secara otomatis kami ganti dengan 




Adapun hasil wawancara yang didapat oleh penulis mengatakan bahwa: 
“panen tahun ini saya memang tidak membayar pajak sesuai target karena 
hasilnya memang tidak memuaskan. Kemarin itu banyak yang mengeluh 
sama saya karena kurangnya biaya. Ada juga pekerja saya yang memang 
tidak memperhatikan padinya, sehingga banyak sekali rumput-rumput 
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Wawancara diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi masalah seperti itu 
maka pihak pemerintah dalam hal ini staf UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) 
meninjau langsung pada daerah kejadian. Terjadilah interaksi antara pihak 
pemerintah dengan para koordinator karena tidak tercapainya target pembayaran 
pajak dan hal itu merupakan tanggungjawab para koordinator. Apabila dipandang 
interaksi antara pihak pemerintah dan pedagang dapat dikatakan interaksi secara 
tidak langsung, artinya apabila hasil panen yang dijual kepada para pedagang 
dengan nominal yang cukup tinggi maka menguntungkan para koordinator untuk 
membayar pajak tepat waktu. 
3. Pola ekonomi politik 
  kebijakan pemerintah tentang keberadaan tanah ornamen yang dijadikan 
persawahan khususnya di Desa Ganra, dengan adanya kebijakan tersebut dalam 
hasil panen padi terjadilah pola interaksi jual beli gabah antara petani dan 
pedagang gabah, sehingga terjadilah beberapa pola interaksi dalam perspektif 
ekonomi politik. 
Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau 
barang, kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Sosiologi 
ekonomi membedahkan berdasarkan penggunaan dan pengelolahan pendapatan 
yang di hasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. 
Dalam kamus ekonomi dan bisnis, pasar merupakan tempat terjadinya penawaran 
dan permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan 
uang dan pembeli yang menukarkan uangnya dengan barang atau jasa. Keadaan 





berlaku dan output yang terdapat di dalam pasar. Pada struktur pasar persaingan 
sempurna di tandai dengan adanya sejumlah besar penjual didalam pasar dan 
masing-masing di antara mereka memiliki kekuatan pasar yang relatif sama. Pasar 




 Keberadaan industri penggilingan padi memberi peran yang penting dalam 
menjawab permasalahan petani dalam hal distribusi hasil pertanian (padi). 
Berangkat dari permasalahan distribusi dan juga masalah permodalan, para petani 
di Desa Ganra melakukan tindakan ekonomi dengan menjual padinya ke industri 
penggilingan padi. Selain alasan itu, adanya ketimpangan biaya untuk mengolah 
padi antara petani dengan industri penggilingan. 
 Tindakan ekonomi yang dilakukan para petani dengan menjual padi ke 
industri penggilingan padi akan membentuk pola interaksi atau tindakan. 
Berdasarkan penelitian lapangan terdapat beberapa pola tindakan ekonomi petani 




a. Pola tindakan ekonomi petani menjual padiya ke industri penggilingan 
karna sebagai anggota. 
b. Pola tindakan ekonomi petani menjual padi karena mengenal 
pegawai/pengurusnya. 
c. Pola tindakan ekonomi petani menjual padi ke indutri penggilingan padi 
melalui perantara makelar padi. 
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d. Pola tidakan ekonomi petani menjual padi ke industri penggilingan padi 
dengan langsung ke pemiliknya. 
e. Pola tindakan ekonomi petani menjual padi ke industri penggilingan padi 
yang bermula melalui perantara makelar padi, kemudian setelah mengenal 
pemilik industri penggilingan padi lantas beralih menjual padinya tanpa 
perantara lagi melainkan langsung pada pemilik industri penggilingan dan 
menjadi langganan. 
Tindakan ekonomi petani dalam transaksi jual beli padi dengan industri 
penggilingan padi keduanya sama-sama melekat dalam kelangsungan hidup 
petani. Artinya pada masyarakat pedesaan keterlekatan itu sangat kuat melalui 
hubungan sosial. Sama halnya dengan inti penelitian penulis yaitu hasil panen 
para petani harus menjual hasil panennya disalah satu industri penggilingan padi 
sesuai dengan kemauan para penanggungjawab pengelolah sawah tanah ornamen. 
Dan seperti data yang ada diatas yang sesuai dengan titik penelitian yaitu pola 
tindakan ekonomi petani menjual padi ke industri penggilingan padi karna 
merupakan anggota dari penanggung jawab pengelolah sawah tanah ornamen.  
Transaksi jual beli biasa juga disebut sebagai pasar. Pasar dalam pengertian 
pemasaran menurut Philip Kotler adalah orang-orang ataupun organisasi yang 
mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan dan mereka itu memiliki 
daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan. Pada umumnya, mereka tahu 
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Ada beberapa industri penggilingan padi di Desa Ganra Dusun Bakke yaitu 
atas nama, bapak H. Podding, ibu Ihajja, bapak H. Lama‟, dan bapak Andi, dan 
yang menjadi langganan salah satu penanggung jawab sawah tanah ornamen 
(koordinator) atas nama Abdu Rahman yaitu pada industri penggilingan padi atas 
nama bapak H. Podding karena menjadi salah satu anggota dan sama-sama 
menjadi tim sukses dari pemilihan bupati yang sedang menjabat beberpa tahun 
terakhir. Sesuai dengan wawancara dengan salah satu narasumber mengatakan: 
“kalau panen tiba, hasilnya itu dibagi dua sama pekerja, harga pupuk, 
biaya pengantaran gabah semuanya itu dibagi dua. Hasil panen saya jual 
sama pabrik yang namanya H. Podding, karena dia salah satu anggota dari 
tim sukses dalam pemilihan bupati kemarin. Begitu pun saya semua pekeja 
lainnya juga menjual gabahnya sama dia. Selama saya jadi koordinator 
saya selalu langganan di pabrik H. Podding, hasil panen dari sawah 




Dari wawancara diatas hasil panen dari sawah tanah ornamen dibagi dua 
antara pekerja (buruh tani) dan koordinator sawah tanah ornamen baik hasil panen 
ataupun biaya lainnya misalnya harga pupuk dan biaya pengantaran gabah dari 
sawah tanah ornamen ketempat industri penggilingan padi untuk ditimbang. 
Koordinator sawah dan pemilik penggilingan padi sama-sama merupakan tim 
sukses dari pemilihan bupati yang menjabat sekarang. Maka dari itu koordinator 
tersebut menjadi langganan karena merupakan anggota. 
Hirarki status yang konvensional di kalangan orang miskin di pedesaan 
biasanya adalah petani-pemilik tanah kecil, petani penyewa, buruh. Sudah tentu 
kategori-kategori ini tidak bersifat eksklusif, oleh karena biasanya ada petani yang 
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selain memiliki lahan sendiri juga menggarap lahan tambahan yang ia sewa, 
begitu pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri. Petani penyewa yang marginal 




Seperti dalam pengertian ekonomi kerakyatan bahwa semua masyarakat 
berhak ikut serta dalam mekanisme pasar, akan tetapi yang terjadi tidak demikian. 
Mekanisme pasar hanya dijalankan oleh mereka yang memiliki kuasa dan 
koneksi. Bahkan pemerintah dari daerah itupun tidak ikut campur dalam 
mekanisme pasar ataupun dalam penetapan harga pupuk dan lain lain. Mekanisme 
pasar hanya dilakukan oleh para pedagang tersebut. Begitupun dengan yang 
dilontarkan narasumber selanjutnya mengatakan: 
“Sejak adanya sawah dari tanah ornamen tersebut penghasilan saya makin 
bertambah karna semua pekerja dari Abdu Rahman menjual hasil panennya 
sama saya dan itu sangat menuntungkan bagi saya, alhamdulillah. Gabah 
yang ada di pabrik ini biasanya dikeringkan dan digiling menjadi beras. 
Biasa juga saya langsung jual gabah sama teman yang dari luar daerah 




Sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki kuasa, seperti halnya 
wawancara diatas bahwa dengan adanya kerjasama sebelumnya maka berdampak 
pada kerjasama berikutnya, yaitu hasil panen para pekerja dari salah satu 
koordinator maupun hasil panen sawah pribadi dijual pada salah satu penggilingan 
padi yang sama. 
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Sesuai data diatas bahwa apabila seseorang memiliki kuasa atas individu 
lain, sudah jelas bahwa mereka akan mengikuti perkataan dari pemegang kuasa 
tersebut. Jelas bahwa terjadi interaksi antara koordinator dan petani (penggarap 
sawah), petani dan pembeli hasil pertanian atau biasa disebut dengan patron klien 
hubungan patron klien karena untuk mendapatkan keamanan subsistensi, 
mengakses pasar, mendapatkan pekerjaan dan modal, disisi lain patron juga 
mengharapkan ketersediaan tenaga kerja, suplai hasil pertanian dan 
mengembangkan kegiatan ekonomi. Hubungan patron klien antara petani dan 
pembeli hasil umumnya kuat dan berlangsung lama, sementara hubungan patron 
klien antara penanggung jawab sawah tanah ornamen (mandor) dan penggarap 
(petani) tidak kuat karena klien berusaha untuk mandiri.  
 Hubungan patron klien bersifat tatap muka, artinya bahwa patron mengenal 
secara pribadi klien karena mereka bertemu tatap muka. Hubungan ini juga 
dipandang sebagai eksploitasi dan penggerak kegiatan ekonomi pedesaan. 
Kewajiban klien memberi komisi hasil penjualan yang ditetapkan patron 
merupakan satu bentuk eksploitasi. Namun hubungan patron klien dapat 
menggerak kegiatan ekonomi petani pedesaan karena memberikan perlindungan 
subsistensi kepada petani miskin, menyediakan modal (sarana produksi, 
kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain) atau menciptakan lapangan pekerjaan 
dan mengakses pasar.
78
 Seperti halnya melalui wawancara dengan salah satu 
narasumber mengatakan dalam bahasa daerah (bugis) yang artinya: 
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 “Jujur sebenarnya sebelum saya bekerja di lahan sawah tanah ornamen ini, 
lahan yang saya garap sangat sedikit dan itu hanya untuk makan saja, 
tetapi pada saat saya dipercayakan menjadi salah satu pekerja di lahan 
tanah ornamen ini saya sangat bersyukur karena penghasilan saya 




Dari wawanraca diatas bahwa adanya keuntungan bagi para pekerja lahan 
sawah tanah ornamen karena bertambahnya luas lahan yang otomatis hasil panen 
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Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten 
Soppeng yang mengenai skripsi yang berjudul “ Relasi Antara Negara dan 
Masyarakat (studi terhadap kebijakan pemerintah dalam pola interaksi antara 
pedagang dan petani di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng) maka 
dapat di tarik kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai 
berikut: 
a. Tindakan ekonomi petani dalam transaksi jual beli padi dengan industri 
penggilingan padi keduanya sama-sama melekat dalam kelangsungan 
hidup petani. Artinya pada masyarakat pedesaan keterlekatan itu sangat 
kuat melalui hubungan sosial. 
b. Peranan kelompok tani terhadap pengelolaan dan para pekerja tanah 
ornamen di masyarakat. Terdapat tiga orang yang diberi mandat untuk 
mengelolah tanah ornamen yang ada di Desa Ganra sesuai pembagian 
lokasi masing-masing, maka dari itu terjadilah interaksi antara petani 
dan pedagang dari segi jual beli gabah. 
c. Peranan kebijakan pemerintah terhadap para kelompok tani. Dengan 
adanya kebijakan pemerintah daerah peraturan Bupati Soppeng Nomor 
49/PERBUP/XII/2012 tentang klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik 
pemerintah daerah Kabupaten Soppeng maka semakin membuka peluang bagi 
para kelompok tani. Peranan pedagang gabah. Pedagang gabah nantinya 






dikumpul sama yang diberi mandat untuk membayar pajak dari tanah 
ornamen. 
2. Saran  
Adapun saran dari penulis berkaitan dengan hasil penelitian sebagai berikut: 
a. Diharapkan penanggung jawab tanah ornamen pihak kedua lebih tegas 
dalam memberikan keputusan. 
b. Diharapkan para pedagang memberi uang hasil timbangan gabah sesuai 
waktu yang telah ditentukan. 
c. Diharapkan para pekerka (buruh tani) menjaga kualitas padi sehingga 
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Gambar 1.2 Wawancara dengan Abdu Rahman (Koordinator Sawah Tanah 
Ornamen)  
 




Gambar 1.4 Wawancara dengan Lahife (Penggarap Sawah Tanah Ornamen) 
 
Gambar 1.5 Wawancara dengan Lemang (Penggarap Sawah Tanah Ornamen) 
 
 
Gambar 1.6 Wawancara dengan H. Podding (Pemilik Industri Penggilingan Padi) 
 
Gambar 1.7 Wawancara dengan Rihsan selaku penanggung jawab dari 
Muhammad Ridwan (Koordinator Sawah Tanah Ornamen) 
